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PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3§ TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu untuk
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar . Nilai
Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara
di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 27);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5049};



Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15

Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR NILAI
MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Luwu Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan.

S. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Harga Standar Minimal Bangunan adalah harga dari hasil
perhitungan terhadap nilai bangunan per meter bujur sangkar dengan
menyesuaikan harga standar satuan harga barang dan jasa Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang

melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di
atas atau di bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas
permukaan air.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,

Retribusi Perisinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan
retribusi termasuk pemungutan. '

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah
suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB),
Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan
(KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik
sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan
menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan.

Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah
begian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar
yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan
tersebut.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang kdnstmksinya utamanya .
terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan
dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi
utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang
dari 15 (lima belas) tahun.

Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi
utamanya terdiri dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan
dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.



17. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih
dari satu ke bawah/ke atas.

18. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu
lantai dari permukaan tanah.

BAB II
JENIS BANGUNAN
Pasal 2

Jenis Bangunan Terbagi atas Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan
Gedung

BAB 111
HARGA STANDAR MINIMAL BANGUNAN

Pasal 3

Harga standar minimal bangunan gedung untuk 1 (satu) meter bujur
sangkar dalam wilayah daerah ditetapkan sebesar (REENSHSIO00IOW (satu
juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pasal 4

(1) Bangunan gedung yang kurang dari Harga Standar Minimal
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilakukan
perhitungan kembali oleh Tim Teknis Pelayanan dan Non Perizinan
Kabupaten Luwu Timur.

(2) Bangunan gedung yang lebih dari Harga Standar Minimal Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harga standar bangunan
dihitung berdasarkan harga yang diusulkan.

Pasal 5

(1) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan
harga Standar minimal bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan.

(2) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan
harga standar minimal bangunan tidak sesuai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 (tiga) dapat dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin
mendirikan Bangunan dan hanya berlaku dalam jangka waktu
tertentu selama bangunan tidak diperbaiki/mengalami perubahan
konstruksi.



Pasal 6
Harga Standar Minimal bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan
harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa

kebenarannya oleh Dinas.

Pasal 7
(1} Harga Standar Minimal Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama

3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

Bab IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.
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